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ABSTRAK

L'saha perasuransian ‘sebagaimana lembaga keuangan lainn, merupakan cabang industi
penting karena dari cabang industri ini diharapkan dapat ditvingkatkan pengerahan dana
masyarakal untuk kepentingan pembangunan dan untuk menampung segala resiko yang dapat
menggangeu hasil pembangunan yang telah dicapai. Dengan demikian pada perusahaan
asuransi terdapat kepentingan nasional berupa kepentingan pembangunan dan kepentingan
masyarakat terutama pemegang polis selain kepentingan kreditor dalam kepailitan disamping
itu perjanjian asuransi sebagai perjanjian hersvarat yang prestasi bergantung kepada peristiwa
vang belum tentu membuat —pemegang polis memiliki kedudukan vang Kurang
mengumungkan dalam kepailitan. Didalam skripsi ini penulis membahas masalah yang
berkaitan dengan akibat dari pencrapan undang-undang kepailitan terhadap perusahaan
asuransi berkenaan dengan permohonan kepailitan dan kedudukan perjanjian asuransi vang
telah dibuat oleh perusahaan dengan nasabah asuransi serta upaya-upaya vyang dapat
ditempuh nasabah asuransi dalam menghadapi Kepailitan perusahaan asuransi. Metode
penilitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif sehinggga data vang
digunakan penulis hanyalah data sekunder belaka yang meliputi bahan hukum primer,
sekunder dan tersier dimana analisisnya dilakukan dengan melakukan inventansasi peraturan
perundang-undangan, mengkaji asas hukum dan sinkronisasi hukum serta analisisnya
ditakukan terhadap pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang berkaitan dengan
kepailitan terhadap perusahaan asuransi. Adapun kesimpulan skripsi ini adalah penerapan
undang-undang kepailitan terhadap perusahaan asuransi menimbulkan akibai terhadap
permohonan kepailitan vang hanya dapat diajukan oleh mentri keuangan dan mengakibatkan
perjanjian asuransi yang telah dibuat antara perusabaan dan nasabah asuransi menjadi
berakhir kemudian nasabah dapat mengajukan pemenuhan piutangnya sebagai kreditor
preferen dan dapat menempuh upaya-upaya vang telah diatur dalam undang-undang
kepailitan. Meskipun masih banyak kelemahan dimana terdapat disharmontsasi berbagai
peraturan perundang-undangan vang berkaitan dengan kepailitan perusahaan asuransi untuk
ilu pertu segera dilakukan penyempurnaan pada berbagai peraturan yang berkenaan dengan
kepailitan terhadap perusahaan asuransi.




BABI1
PENDAHULUAN

Al Latar Belakang

Manusia dalam kehidupan dihadapkan pada berbagai kemungkinan. bisa
saja vang terjadi adalah suatu hal yang membawa keuntungan dan bisa juga yang
terjadi adalah scsuatu yang membawa kerugian. Dalam menghadapinya manusia
menempuh berbagai cara untuk mengurangi dan menghindari terjadinya kerugian,
dengan tidak melakukan perbuatan yang memiliki resiko. Akan tetapi cara ini
disamping memberikan keuntungan dengan terhindarnya seseorang dari kerugian
juga membawa dampak yang tidak baik dimana seseorang akan takut untuk
berusaha dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, Cara yang paling tepat dan
bijaksana adalah dengan mengalihkan kepada pihak lain resiko yang mungkin
akan diderita. Sri Redjeki Hartono menyatakan bahwa asuransi adalah alat untuk
mengurangl resiko dengan menggabungkan sejumlah unit yang menyebabkan
Kerugian guna mengumpulkan taksiran kerugian yang mungkin 1<:J'jzu:ii.t

Dengan dialihkannya resiko atau sebagian resiko akan timbul keberanian
bagi seseorang untuk berusaha melakukan kegiatan ckonomi. H. Masmudi dan
Moch. Chidir Ali dalam bukunya Hukum Asuransi menyatakan beberapa efck
positif dari perjanjian asuransi diantaranya :
a. Pertama-tama bagi para tertanggung atas penitipan asuransi olehnya

telah pula memberikan ketentraman jiwa, oleh kamna tertanggung
selanjutnya dalam melakukan usaha dagangnya itu sudah merasa

' $ri Redjeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan asuransi, Sinar Grafika, Jakarta.
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* H. Mashudi dan Moch.Chidir Ali . Hukum Asuransi, Mandar Maju, Bandung, 998,
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terfjamin dan kalau tanpa jaminan yang akan menutup kerugian
tersebut mungkin sekali menimbulkan rasa kekhawatiran, cemas dan
ragu-ragu  yang membayangi  diri  pengusaha,  dapat  pula
mengakibatkan ganguan syaraffjiwa pengusaha itu dalam kehidupan
sehari-harinya.

b. Efek positif perjanjian asuransi itu dapat pula menimbulkan keberanian
menggalang tujuan besar bagi pengusaha atau badan hukum yang
berhasrat untuk mendirikan pabrik. pasti akan menghadapi berbagai
macam resiko  kerugian-kerugian itu mungkin sekali, sedemikian
besarnya sehingga apabila tidak diganti seketika maka pabriknya harus
ditutup dan kapitalnya hancur ludes sama sekali, dan kandaslah hasrat
mengusahakan pabrik itu dan satu-satunya jalan untuk menghidupkan
keberanian itu adalah asuransi , dengan perjanjian asuransi itu orang
merasa kuat karna sudah punya beking, dimana asuradur menanggug
semua resiko, dan bersedia mengganti kerugian vang menimpa diri
calon pengusaha tersebut.

Resiko dapat dialthkan kepada pihak lain melalui suatu perjanjian
asuransi, dimana ﬁihak penanggung berjanji untuk memberikan penggantian atas
kerugian vang mungkin akan diderita oleh seorang tertanggung vang disecbabkan
suatu peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya. Dalam perjanjian asuransi
terdapat dua pihak vang pertama adalah tertangung vakni pihak vang berjanji
membayar uang premi dan karmnanya ia mendapatkan jaminan terhadap kerugian
yang ditimbulkan resiko yang mungkin akan dideritanya. vang kedua adalah pihak
penjamin yakni pihak yvang berjanji untuk memberikan penggantian atas kerugian
vang diderita oleh tertanggung,

Pihak terjamin bisa siapa saja perseorangan maupun badan usaha berbadan

hukum ataupun tidak berbadan hukum, sebaliknya pihak penjamin harus

ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yaitu

Usaha perasuransian hanya dapat dilakukas olch badan hukuim yvang barbanl :
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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan permasalahan diatas. maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai
berikut:

I. Penerapan Undang-undang kepailitan terhadap perusahaan asuransi
menimbulkan akibat antara lain terhadap permohonan kepailitan yang
hanya dapat diajukan oleh mentri kevangan hal ini merupakan wujud
perlindungan terhadap Perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola
resiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang
memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan
perekonomian  serta  untuk  membangun  tingkat  kepercayaan
masyarakat terhadap perusahaan asuransi akibat selanjutnya adalah
berkenaan dengan kedudukan perjanjian asuransi dan pemegang polis
dimana penerapan undang-undang kepailitan menempatkan perjanjian
asuransi menjadi berakhir dan pemegang polis dapat mengajukan
tuntutan pemenuhan perikatan kepada kurator.

2. Upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh nasabah asuransi dalam
menghadapi kepailitan antra lain adalah :

a. Setelah putusan pernyataan pailit diucapkan nasabah asuransi dapat

meminta kepada-kurator untuk melakukan pencocokan piutang.
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